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Abstrak
Penanganan bencana banjir merupakan salah satu upaya penting dalam menjaga keselamatan masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Kota Surabaya sebagai salah satu kota besar di Indonesia kerap mengalami bencana banjir akibat faktor geografis dan curah hujan yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya dalam penanganan bencana banjir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Kerangka analisis menggunakan teori peran Bruce J. Biddle yang meliputi indikator expectation, norms, performance, dan evaluation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Kota Surabaya telah menjalankan perannya dalam penanganan banjir, namun pelaksanaannya belum optimal, terutama dalam aspek koordinasi lintas sektor, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana. Diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan pelibatan masyarakat agar penanganan banjir dapat berjalan lebih efektif.
Kata Kunci: BPBD, banjir, peran organisasi, mitigasi bencana, Surabaya.


Abstract
Flood disaster management is an essential effort to ensure public safety, especially in urban areas with high disaster vulnerability. Surabaya City is one of the major cities in Indonesia that frequently experiences flooding due to geographical conditions and high rainfall. This study aims to analyze the role of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Surabaya City in flood disaster management. This research uses a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through interviews, observations, and documentation. Data analysis was conducted using the interactive model of Miles and Huberman. The analytical framework uses Bruce J. Biddle’s role theory consisting of expectation, norms, performance, and evaluation. The results show that BPBD Surabaya has performed its role in flood disaster management, but the implementation is not yet optimal, especially in terms of cross-sector coordination, limited resources, and low community participation in disaster mitigation. Therefore, strengthening institutional capacity and increasing community involvement are necessary to improve the effectiveness of flood disaster management.
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Indonesia adalah salah satu negara yang rentan terhadap bencana alam, baik yang disebabkan oleh faktor alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan erupsi gunung berapi, maupun faktor manusia seperti kebakaran hutan dan tanah longsor. Dengan kondisi geografis yang terletak di Cincin Api Pasifik dan memiliki banyak gunung berapi aktif, serta iklim tropis yang menyebabkan curah hujan tinggi, Indonesia menghadapi ancaman bencana yang terus menerus. Kondisi tersebut menyebabkan Negara Indonesia menjadi salah satu negara yang mempunyai potensi tinggi terhadap bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunungapi dan gerakan tanah(Hammada, 2025). 
Posisi wilayah Indonesia yang berada di garis khatulistiwa dan berbentuk kepulauan menimbulkan potensi tinggi terjadinya berbagai jenis bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrim (angin puting beliung), abrasi, gelombang ekstrim dan kebakaran lahan dan hutan. Fenomena perubahan iklim memberikan kontribusi terhadap peningkatan bencana hidrometeorologi. Iklim tropis Indonesia yang memiliki dua musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau, juga meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Perubahan iklim global turut memperburuk intensitas dan frekuensi bencana hidrometeorologi ini, sehingga dampaknya semakin luas terhadap masyarakat dan lingkungan (Rivani, 2017).
Dari aspek sosial, tingkat kepadatan penduduk yang tinggi di beberapa wilayah, seperti Jawa dan Sumatera, memperbesar risiko kerentanan bencana. Banyaknya pemukiman di daerah aliran sungai, lereng curam, dan kawasan rawan gempa memperburuk dampak bencana, baik dari segi korban jiwa, kerugian ekonomi, maupun kerusakan infrastruktur. Oleh karena itu Pemerintah dalam hal ini memberi kebijakan dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman-ancaman bencana, dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, dan kearifan lokal (Suprapto, 2022).
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Gambar 1.1 Data Persebaran Bencana Indonesia 2024
Sumber: BNPB https://www.bnpb.go.id/

Gambar 1.1 menunjukkan data bencana alam di Indonesia pada tahun 2024 hingga 12 Desember, dengan total 1.936 kejadian. Mayoritas bencana merupakan bencana hidrometeorologi (98,81%) seperti banjircuaca ekstrem, dan kekeringan, sementara bencana geologi seperti gempa bumi dan erupsi gunung berapi hanya mencapai 1,19%. Banjir menjadi bencana paling dominan dengan 972 kejadian, disusul cuaca ekstrem (418 kejadian), kebakaran hutan dan lahan (336 kejadian), serta tanah longsor (120 kejadian). Dampak bencana ini cukup signifikan, dengan 61.509 rumah rusak (10.819 berat, 12.940 sedang, dan 37.750 ringan), 947 fasilitas publik seperti sekolah, rumah ibadat, dan fasilitas kesehatan rusak, serta 459 kantor dan jembatan yang terdampak. Korban manusia juga tinggi, dengan 469 meninggal dunia, 58 hilang, 1.157 luka-luka, dan lebih dari 4,3 juta orang terdampak atau mengungsi. 
Sebaran kejadian bencana paling banyak terjadi di Pulau Jawa, terutama di Jawa Tengah (267 kejadian), Jawa Timur (259 kejadian), dan Jawa Barat (194 kejadian). Data ini menunjukkan pentingnya mitigasi bencana di wilayah-wilayah berisiko tinggi untuk mengurangi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Infografik ini menunjukkan bahwa Indonesia, sebagai negara rawan bencana, mengalami bencana hidrometeorologi paling banyak, khususnya banjir dan cuaca ekstrem. 
Wilayah yang padat penduduk seperti Jawa paling rentan terkena dampak, dengan jutaan orang terdampak dan ribuan infrastruktur rusak. Upaya mitigasi dan penanggulangan bencana perlu difokuskan pada wilayah-wilayah berisiko tinggi untuk mengurangi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan (Daud et al., 2025).
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Gambar 1.2 Peta Persebaran Bencana di Daerah Jawa Timur
Sumber: BNPB 2024 https://www.bnpb.go.id

Berdasarkan data visual pada peta sebaran bencana di Indonesia, tercatat sebanyak 978 kejadian bencana terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Dari jumlah tersebut, banjir menjadi bencana yang paling dominan, dengan total 667 kejadian, disusul oleh cuaca ekstrem sebanyak 174 kejadian dan tanah longsor sebanyak 88 kejadian. Jenis bencana lainnya yang turut tercatat adalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebanyak 35 kejadian, gelombang pasang dan abrasi sebanyak 5 kejadian, gempa bumi sebanyak 4 kejadian, serta kekeringan dan erupsi gunung api, masing-masing sebanyak 3 dan 2 kejadian. Sementara itu, tidak tercatat adanya kejadian tsunami dalam data tersebut. Dalam peta tersebut, Provinsi Jawa Timur ditandai dengan warna oranye, yang menunjukkan tingkat kejadian bencana yang cukup tinggi dibandingkan dengan provinsi lain. Hal ini mengindikasikan bahwa Jawa Timur, termasuk Kota Surabaya, merupakan wilayah yang memiliki tingkat kerentanan bencana yang signifikan, terutama terhadap banjir dan cuaca ekstrem. Data ini menunjukkan pentingnya peningkatan kesiapsiagaan dan sistem penanggulanan bencana yang lebih terintegrasi di wilyah tersebut (Susanti, 2016). 
Maka dari itu, banjir merupakan salah satu jenis bencana yang paling sering terjadi di Provinsi Jawa Timur, termasuk di wilayah perkotaan seperti Kota Surabaya. Tingginya frekuensi kejadian banjir ini tidak lepas dari karakteristik wilayah Jawa Timur yang memiliki banyak aliran sungai, kawasan pesisir, serta curah hujan yang cukup tinggi terutama pada musim penghujan. Berdasarkan data nasional, banjir menempati urutan teratas dalam jumlah kejadian bencana di Indonesia, termasuk di Jawa Timur, yang tercatat sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kerentanan banjir yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa banjir bukan hanya sekadar fenomena alam musiman, melainkan sudah menjadi persoalan kebencanaan yang kompleks, melibatkan aspek hidrometeorologi, tata ruang, infrastruktur drainase, hingga kelembagaan dalam penanganannya. 
Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis terhadap peran instansi yang berwenang, salah satunya adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya, guna menilai sejauh mana upaya penanganan banjir telah dilakukan secara efektif dan terkoordinasi dalam mengurangi risiko serta dampak yang ditimbulkan (Aji et al., 2022).




	JENIS BENCANA
	METODE ANALISIS
	FAKTOR UTAMA
	WILAYAH RENTAN

	Longsor
	GIS / weighted overlay
	Kemiringan, curah hujan, tutupan lahan
	Pallourgo, Temanggung

	Banjir
	GIS + fuzzy logic
	Topografi, tekstur tanah, drainase
	Purbalingga, Kendari, Banyumas, Surabaya

	Gempa & Likuifaksi
	Zona sesar, SoVI
	Proksimasi sesar, sedimentasi, densitas
	Jogotirto, NTT, Yogyakarta, Banda Aceh

	Tsunami
	Overlay (elevasi, kepadatan)
	Jarak pantai, infrastruktur
	Cilacap, Bandar Lampung, Ringinrejo

	Gunungapi
	SoVI + kapasitas komunitas
	Proksimasi letusan, kesiapsiagaan
	Wilis, Merapi area



Tabel 1.1  Kerentanan Bencana Indonesia
Sumber : Geographic Information System (GIS) 2024

Tabel 1.1 menjelaskan Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap berbagai jenis bencana alam, mulai dari longsor, banjir, gempa bumi, likuifaksi, tsunami, hingga erupsi gunungapi. Setiap jenis bencana memiliki faktor utama yang berbeda-beda serta metode analisis tersendiri untuk mengidentifikasi tingkat kerentanannya. Misalnya, bencana longsor banyak terjadi di wilayah dengan kemiringan lereng yang curam, curah hujan tinggi, serta tutupan lahan yang tidak stabil, seperti di Pallourgo dan Temanggung, yang dianalisis melalui metode weighted overlay berbasis GIS. 
Sementara itu, banjir lebih dipengaruhi oleh topografi rendah, tekstur tanah, dan sistem drainase yang kurang optimal. Metode analisis fuzzy logic dan GIS digunakan untuk mengidentifikasi daerah rawan seperti Purbalingga, Kendari, Banyumas, serta Surabaya—yang juga mengalami ancaman banjir rob di kawasan pesisir seperti Kenjeran dan Kalimas akibat naiknya muka air laut dan keterbatasan kapasitas infrastruktur pengendali air (Fahma & Nurizah, 2023).

Selain itu, wilayah-wilayah yang berada di dekat sesar aktif seperti Jogotirto, Nusa Tenggara Timur, Yogyakarta, dan Banda Aceh memiliki kerentanan tinggi terhadap gempa bumi dan likuifaksi. Kerentanan ini dipengaruhi oleh proksimasi terhadap zona sesar, karakteristik tanah, serta densitas penduduk, dan dianalisis menggunakan pendekatan Social Vulnerability Index (SoVI). 
Untuk bencana tsunami, wilayah pesisir seperti Cilacap, Bandar Lampung, dan Ringinrejo menjadi titik rawan, terutama karena kedekatannya dengan pantai dan minimnya infrastruktur mitigasi. Sementara itu, erupsi gunungapi menjadi ancaman di daerah sekitar Gunung Wilis dan Gunung Merapi, di mana kerentanannya dinilai dari tingkat kesiapsiagaan masyarakat serta kedekatan terhadap pusat letusan. Dengan demikian, pemetaan kerentanan bencana berbasis pendekatan ilmiah seperti GIS dan SoVI sangat penting sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan mitigasi dan pengurangan risiko bencana secara efektif dan kontekstual di setiap wilayah (Agnes Selan et al., 2025).
Kerentanan ini memicu perlunya upaya serius dari pemerintah untuk	melindungi masyarakat dari ancaman	bencana. Pemerintah Indonesia telah menetapkan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 yang mengatur secara sistematis tentang penanggulangan bencana. Peraturan ini menjadi dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan upaya penanggulangan bencana yang meliputi tahap pra-bencana, tanggap darurat, hingga pascabencana, yang semuanya ditujukan untuk meminimalkan dampak dan meningkatkan ketahanan (Dianty et al., 2022). 
Undang-undang  di  atas  menekankan  pentingnya  keterlibatan semua pihak secara terkoordinasi dalam pengelolaan bencana, dengan fokus pada mitigasi dan kesiapsiagaan. Selanjutnya, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, penanggulangan bencana dilaksanakan dalam tiga tahapan utama, yaitu: Tahap pra-bencana, yang mencakup mitigasi, pencegahan, dan kesiapsiagaan. Tahap tanggap darurat, yang meliputi penyelamatan, evakuasi, dan penyaluran bantuan. Tahap pascabencana, yang berfokus pada rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memulihkan kehidupan masyarakat yang terdampak (Zagarino et al., 2021). 
Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 131 Tahun 2003, mitigasi diartikan sebagai serangkaian upaya dan kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi serta meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Mitigasi mencakup aspek kesiapsiagaan, kewaspadaan, dan pengembangan berbagai kemampuan untuk menghadapi situasi bencana secara efektif. Sementara itu, menurut (Akbar & Hartono, 2017), mitigasi bencana mencakup tindakan-tindakan yang dirancang untuk mengurangi tingkat keparahan dampak bencana yang mungkin terjadi di masa mendatang. 
Hal ini menjadikan mitigasi bencana sebagai salah satu fokus utama dalam upaya mengurangi dampak dari bencana yang dapat mengancam keselamatan jiwa, harta benda, serta mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi. Bencana adalah gangguan serius dalam berfungsinya suatu komunitas atau masyarakat, menyebabkan kerugian manusia, material, ekonomi, atau lingkungan yang meluas yang melebihi kemampuan masyarakat yang terkena dampak untuk mengatasi menggunakan sumber dayanya sendiri. 
Bencana datang dalam segala bentuk dan ukuran, dan memiliki asal yang berkisar dari alami hingga buatan (UNISDR, 2009). Sedang yang dimaksud dengan bencana menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah peristiwa atau rangakaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dalam hal ini pelaksana dari mitigasi tersebut merupakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 
Undang-Undang Penanggulangan Bencana No. 24 Tahun 2007 merupakan dasar pembentukan BNPB yang didirikan pada tahun 2008. Dalam undang-undang ini, penanggulangan bencana didefinisikan sebagai serangkaian upaya yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, hingga masyarakat, untuk mengurangi dampak bencana dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana alam. Undang-undang ini tidak hanya mencakup aspek mitigasi bencana, tetapi juga kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pascabencana. Sebagai implementasi dari undang-undang tersebut, pada tahun 2008 dibentuk BNPB yang bertugas sebagai lembaga nasional untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana. Di tingkat daerah, fungsi ini dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), termasuk BPBD Kota Surabaya (Awalia et al., 2015) .
Menyikapi hal tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sebagai landasan hukum utama, yang diperkuat dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD. Kedua regulasi ini menegaskan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki posisi strategis sebagai koordinator utama (leading sector) dalam penanggulangan bencana di daerah. BPBD memiliki fungsi koordinatif lintas sektor, mulai dari perencanaan mitigasi, kesiapsiagaan, hingga tanggap darurat dan rehabilitasi (Ramdani, 2015). 
Dengan kata lain, meskipun banyak instansi turut terlibat, seperti Dinas PU, DLH, Dinas Sosial, hingga TNI/Polri, namun BPBD merupakan pusat komando dalam situasi darurat bencana seperti banjir. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian terhadap peran BPBD Kota Surabaya dalam menangani bencana banjir, guna mengevaluasi sejauh mana lembaga ini mampu menjalankan mandatnya secara efektif dalam mengurangi risiko dan dampak banjir di wilayah perkotaan yang kompleks dan dinamis seperti Surabaya (Refnitasari et al., 2022).
BPBD merupakan lembaga yang memiliki peran strategis dalam penanggulangan bencana di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam melaksanakan tugasnya, BPBD menjadi ujung tombak koordinasi, perencanaan, dan pelaksanaan upaya mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta pemulihan pascabencana agar lebih efektif, pengembangan BPBD perlu dilakukan secara menyeluruh, baik dari segi kelembagaan, sumber daya manusia, infrastruktur, maupun teknologi. Salah satu strategi utama dalam mitigasi bencana adalah melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kewaspadaan, langkah-langkah pencegahan, serta bagaimana menghadapi bencana secara efektif (Dianty et al., 2022).
Pembentukan BPBD bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan daerah dalam menghadapi bencana, serta memberikan respons yang cepat dan tepat kepada masyarakat yang terdampak. BPBD memiliki peran penting dalam berbagai tahapan penanggulangan bencana, mulai dari mitigasi, tanggap darurat, hingga rehabilitasi pascabencana. Selain itu, BPBD juga berperan dalam meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat untuk mengurangi risiko bencana, serta membangun sistem peringatan dini dan jaringan komunikasi yang efisien dalam menghadapi ancaman bencana(Kurniawan et al., 2025). 
Dengan adanya BPBD, diharapkan penanggulangan bencana di tingkat daerah dapat berjalan lebih efektif, dengan pendekatan yang lebih dekat dengan kebutuhan lokal. BPBD juga diharapkan dapat memperkuat kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan daerah yang lebih tangguh terhadap bencana, serta mempercepat pemulihan pascabencana (Alfitra Perdana et al., 2021). 
Selain memperkuat kelembagaan dan koordinasi, BPBD juga perlu didukung oleh data dan teknologi yang akurat untuk memperkirakan potensi risiko serta merancang strategi penanggulangan yang efektif. Penggunaan sistem informasi geografis (SIG), pemetaan risiko, dan integrasi dengan platform peringatan dini nasional seperti InaRISK menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi respons. Tidak kalah penting, pelibatan aktif masyarakat dalam pelatihan kebencanaan dan simulasi evakuasi secara berkala dapat membangun budaya siaga bencana, yang pada akhirnya memperkecil dampak saat bencana benar-benar terjadi (Nisa, Khoirun, 2014).
Kota Surabaya, sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur dan salah satu kota terbesar di Indonesia, memiliki potensi risiko bencana yang cukup tinggi, salah satunya adalah banjir. Surabaya terletak di wilayah pesisir utara Pulau Jawa dengan topografi yang cenderung datar, serta banyaknya kawasan permukiman yang berada di sepanjang aliran sungai dan daerah rendah. Kondisi ini menjadikan Surabaya rentan terhadap bencana banjir, terutama pada musim hujan. Banjir di Surabaya sering kali disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor, baik faktor alam maupun faktor manusia (Arif, 2020). 
Salah satu penyebab utama banjir di Surabaya adalah tingginya curah hujan yang terjadi dalam waktu singkat. Hujan lebat yang turun dalam intensitas tinggi seringkali menyebabkan kapasitas saluran drainase yang ada tidak dapat menampung volume air yang masuk, sehingga air meluap ke permukiman dan jalan-jalan kota. Selain itu, perubahan penggunaan lahan, seperti konversi lahan hijau menjadi permukiman dan kawasan industri, mengurangi daya tampung air tanah, sehingga mengurangi kapasitas resapan air dan meningkatkan volume air permukaan yang mengalir ke saluran drainase (John & Soebagio, 2023).
Untuk menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Kota Surabaya menerbitkan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2023 sebagai bentuk komitmen dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana. Peraturan ini merupakan perubahan atas Perwali Nomor 115 Tahun 2021 dan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penanganan bencana melalui penyelenggaraan yang lebih terstruktur, cepat, dan tepat, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat saat tanggap darurat. Melalui peraturan ini, diharapkan penanggulangan bencana di Surabaya dapat  berjalan  lebih  terintegrasi  dan  adaptif  terhadap tantangan lingkungan perkotaan yang terus berkembang. Perwali ini juga menekankan peran kolaboratif antara perangkat daerah, lembaga non- pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat dalam membangun ketangguhan kota terhadap bencana. Di dalamnya, terdapat penguatan mekanisme kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Surabaya, pengaturan sistem pelaporan dan evaluasi bencana, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi informasi untuk mempercepat respon tanggap darurat (Sea, 2025). 
Diharapkan dengan hadirnya Perwali ini, seluruh proses mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat dilakukan secara lebih terpadu dan adaptif, sehingga mampu mengurangi dampak bencana terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan infrastruktur di Kota Surabaya (Carles Bay Koda1, Urbanus Ola2, 2025).
Salah satu poin penting dalam peraturan ini adalah penegasan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar, seperti logistik, layanan kesehatan, dan tempat penampungan sementara selama masa tanggap darurat, sehingga respons pemerintah dapat berjalan lebih sistematis dan tepat sasaran. Selain itu, Perwali ini menekankan pentingnya koordinasi yang terencana antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya dengan instansi terkait, sektor swasta, serta komunitas masyarakat melalui kanal komunikasi seperti Command Center 112 (Setiawati, 2018).
Melalui regulasi ini, BPBD memiliki dasar hukum yang lebih kuat untuk melakukan mobilisasi sumber daya, pendirian lokasi evakuasi, dan penyaluran bantuan secara cepat dan legal. Peraturan ini juga didasarkan pada Undang-Undang Penanggulangan Bencana dan mewajibkan adanya evaluasi berkala atas pelaksanaan penanggulangan bencana, sehingga kebijakan yang diambil tetap relevan dan adaptif terhadap kondisi di lapangan. Implementasi Perwali No. 13 Tahun 2023 mencerminkan langkah strategis Pemerintah Kota Surabaya dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih responsif, terkoordinasi, dan berkelanjutan, guna melindungi masyarakat dari risiko bencana serta mempercepat proses pemulihan pascabenca 
METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya dalam penanganan bencana banjir. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggambarkan fenomena sosial secara holistik melalui penggalian data berupa pengalaman, persepsi, dan interaksi para informan dalam konteks alamiah. Penelitian dilaksanakan di BPBD Kota Surabaya mulai bulan Mei 2025 hingga selesai, dengan fokus pada peran BPBD yang dianalisis melalui indikator expectation, norms, performance, dan evaluation. Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dengan melibatkan informan kunci, yaitu pejabat BPBD, aparatur terkait, serta masyarakat sebagai penerima layanan. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara terstruktur, observasi lapangan, dan dokumentasi, serta data sekunder yang bersumber dari literatur, dokumen resmi, dan produk hukum yang relevan. Proses pengumpulan data dilakukan secara berulang untuk menjamin keabsahan data. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi, sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas peran BPBD Kota Surabaya dalam penanggulangan bencana banjir.

HASIL DAN PEMBAHASAN
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya merupakan lembaga pemerintah daerah yang memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat kota, termasuk dalam menghadapi bencana banjir yang menjadi salah satu ancaman utama di Surabaya. Secara kelembagaan, BPBD bertugas melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD, yang menegaskan fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana dalam situasi darurat bencana.
	Dalam konteks penanganan banjir, BPBD Kota Surabaya memiliki tiga peran utama, yaitu mitigasi pra-bencana, tanggap darurat, dan pemulihan pascabencana. Pada tahap pra-bencana, BPBD melakukan sosialisasi, edukasi kebencanaan, serta pemetaan wilayah rawan banjir untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat. Selain itu, BPBD juga berkoordinasi dengan dinas teknis, seperti Dinas PU Bina Marga dan Pematusan, dalam upaya peningkatan infrastruktur pengendali banjir, termasuk pembangunan dan perawatan saluran drainase, rumah pompa, serta tanggul.
	Pada tahap tanggap darurat, BPBD berfungsi sebagai pusat komando yang mengoordinasikan seluruh elemen terkait, mulai dari pemerintah kota, TNI/Polri, dinas kesehatan, hingga relawan. Peran ini mencakup penyebaran informasi peringatan dini, evakuasi warga terdampak, pendirian posko pengungsian, distribusi logistik, serta layanan kesehatan darurat. Dalam kondisi banjir ekstrem, BPBD juga berperan mengerahkan personel dan peralatan, seperti perahu karet, pompa portabel, hingga kendaraan evakuasi.
	Sementara itu, pada tahap pascabencana, BPBD melaksanakan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk pendataan kerugian, pemulihan infrastruktur publik, serta pemberian bantuan sosial bagi korban banjir. BPBD juga melakukan evaluasi terhadap sistem penanganan banjir untuk meningkatkan efektivitas langkah antisipasi di masa mendatang.
	Secara keseluruhan, analisis peran BPBD Kota Surabaya dalam penanganan bencana banjir menunjukkan bahwa lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai koordinator utama yang mengintegrasikan peran berbagai pihak. Meskipun masih terdapat sejumlah kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, peralatan, serta optimalisasi sistem peringatan dini, keberadaan BPBD tetap menjadi faktor kunci dalam upaya mewujudkan Surabaya yang lebih tangguh terhadap bencana banjir.

A. Expectation (Ekspektasi)
	Masyarakat dan pemerintah mengharapkan BPBD Kota Surabaya mampu berperan sebagai aktor utama dalam penanganan banjir, khususnya dalam respon cepat dan koordinasi lintas sektor. Adapun penjelasan harapan Pemerintah dan Masyarakat  terhadap BPBD , dijelaskan oleh Ketua Tim Kerja Umum dan Kepegawaian Ibu Tyas Darya Khamalia S.AP :
“Pemerintah daerah dan masyarakat memiliki harapan besar terhadap Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya dalam menangani bencana banjir. Dari sisi pemerintah daerah, BPBD diharapkan mampu menjalankan fungsi koordinatif lintas sektor secara optimal sebagaimana diamanatkan dalam regulasi nasional, termasuk penyediaan sistem peringatan dini yang akurat, penguatan kapasitas kelembagaan, serta pembangunan sinergi dengan dinas teknis, TNI/Polri, dan relawan”. (wawancara 3 September 2025)
Hal ini di perkuat oleh penjelasan oleh Salma Amiro perwakilan masyarakat kota Surabaya Kelurahan Tambaksari mengatakan :
“Masyarakat pada dasarnya mengharapkan BPBD dapat memberikan respon cepat saat banjir, terutama dalam hal evakuasi warga, penyelamatan kelompok rentan, dan penyediaan kebutuhan darurat seperti makanan, air bersih, obat-obatan, serta tempat pengungsian yang layak. Masyarakat juga berharap adanya informasi yang jelas dan transparan mengenai kondisi banjir, jalur evakuasi, serta lokasi pengungsian.” (wawancara 6 September 2025)
Masyarakat dan pemerintah daerah menaruh harapan besar kepada BPBD Kota Surabaya dalam penanganan banjir. Pemerintah menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, sistem peringatan dini, dan sinergi dengan dinas teknis, TNI/Polri, serta relawan. Sementara itu, masyarakat menginginkan respon cepat, bantuan yang tepat, dan informasi transparan terkait kondisi banjir, evakuasi, dan pengungsian. (Putra, 2025).
Langkah strategis yang mencakup pencegahan, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi, edukasi kebencanaan, kampanye sadar banjir, dan penyebaran informasi lewat media sosial maupun forum warga. Pasca banjir, BPBD mendampingi masyarakat dengan pembersihan lingkungan, perbaikan fasilitas, dan pemulihan sosial. Dengan demikian, BPBD berperan menyeluruh pada tahap sebelum, saat, dan sesudah bencana banjir (Rofiyanti et al., 2023).
	Belum adanya kajian komprehensif yang membandingkan antara harapan masyarakat dengan pemerintah daerah terhadap kinerja BPBD. Masyarakat menuntut kehadiran cepat, informasi yang jelas, serta pemenuhan kebutuhan dasar ketika banjir terjadi, sementara pemerintah daerah menekankan optimalisasi peran BPBD sebagai leading sector dalam koordinasi lintas OPD. Namun, penelitian yang menyoroti sejauh mana keselarasan antara ekspektasi tersebut dengan kapasitas dan realisasi BPBD masih terbatas. Hal ini menimbulkan ruang penelitian untuk menganalisis potensi ketidaksesuaian (mismatch) antara yang diharapkan dan yang benar-benar dilakukan BPBD di lapangan.
B. Norms (Norma)
	BPBD Kota Surabaya menjalankan tugas berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 113 Tahun 2022. Performance (Kinerja). Setelah ekspetation ialah Norms penelitian ini mengacu pada norma-norma resmi dan tidak tertulis, nilai-nilai budaya kelembagaan, sikap kepatuhan terhadap regulasi, serta kesadaran kolektif antar-stakeholders dalam penanggulangan bencana. Indikator norms pada penelitian ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana BPBD Kota Surabaya dan pemangku kepentingan terkait mematuhi norma-norma resmi dan tidak tertulis, seperti transparansi, akuntabilitas, keadilan dalam distribusi bantuan, kepedulian kolektif, dan kepatuhan terhadap regulasi daerah. 
	Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Tyas Ketua Tim Kerja Umum dan Kepegawaian menjelaskan kebijakan utama yang menjadi dasar hukum oleh BPBD Kota Surabaya dalam melakukan tugasnya:
“Dasar hukum utama BPBD dalam penanganan banjir adalah UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mewajibkan pemerintah daerah membentuk BPBD. Regulasi ini diperjelas dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, PP No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Bantuan Bencana, serta Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD. Di tingkat lokal, BPBD Surabaya juga berpedoman pada Perda Penanggulangan Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD)”. (wawancara 3 September 2025)
Hal ini diperkuat oleh penjelasan Mas Joko selah satu anggota bidang pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Kota Surabaya
“Kebijakan teknis yang digunakan sebagai panduan dalam kegiatan pencegahan banjir umumnya mengacu pada Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD), Rencana Kontinjensi Banjir, serta dokumen teknis turunan dari UU No. 24 Tahun 2007 dan PP No. 21 Tahun 2008. Selain itu, BPBD juga mengikuti Peraturan Wali Kota atau Peraturan Daerah yang mengatur tata ruang, drainase, serta pedoman teknis pengurangan risiko bencana di wilayahnya”. (wawancara 3 September 2025)
Sementara itu jelaskan pula oleh Bapak Khoirul Selaku Pengadministrasi Perkantoran Bidang Kedaruratan Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi
“SOP yang digunakan dalam penanganan darurat banjir oleh BPBD mengacu pada Standar Operasional Prosedur Penanganan Darurat Bencana yang disusun berdasarkan Rencana Kontinjensi Banjir. SOP ini mencakup alur koordinasi, evakuasi, penyelamatan korban, pendirian posko, distribusi logistik, hingga pemulihan awal pascabencana”. (wawancara 3 September 2025)
BPBD Kota Surabaya telah melaksanakan kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan, evakuasi, dan distribusi bantuan. Namun masih ditemukan kendala berupa keterbatasan peralatan dan keterlambatan distribusi logistik. Penerapan SOP penanganan banjir oleh BPBD mencakup deteksi dini, evakuasi, distribusi logistik, hingga pemulihan dengan pembagian tugas yang jelas antarbidang. Meski kerap terkendala keterbatasan personel, sarana, dan cuaca ekstrem, koordinasi lintas sektor dengan dinas teknis, relawan, serta TNI/Polri membantu memperkuat pelaksanaan di lapangan. 
	Distribusi logistik dilakukan melalui pendataan kebutuhan, verifikasi posko utama, lalu penyaluran ke warga terdampak agar bantuan cepat dan tepat sasaran. Selain itu, BPBD rutin melakukan sosialisasi, simulasi, dan edukasi masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan, meski efektivitasnya masih bergantung pada partisipasi warga dan keberlanjutan program (Trisatio, 2022).
	Peran BPBD dalam penanganan banjir dipengaruhi oleh norma dan budaya kerja internal seperti disiplin, kesiapsiagaan, koordinasi, serta semangat gotong royong yang memperkuat respons di lapangan meski terbatas sumber daya. Upaya pencegahan berlandaskan regulasi seperti UU No. 24 Tahun 2007 dan RPBD, namun sering terkendala teknis dan anggaran. Untuk banjir rob atau ekstrem, BPBD menerapkan protokol khusus berupa pemetaan rawan, pemantauan pasang, peringatan dini, hingga penyiapan rumah pompa dan jalur evakuasi dengan dukungan lintas instansi. Budaya lokal seperti gotong royong membersihkan saluran air dan membantu kelompok rentan turut melengkapi peran formal BPBD, sehingga respon awal lebih cepat sebelum bantuan resmi tiba (Adeliani, 2022).
	Terlihat dari jarangnya studi yang mengaitkan norma kelembagaan dengan norma sosial dalam praktik penanggulangan banjir. Secara regulatif, BPBD berpedoman pada UU No. 24 Tahun 2007 dan aturan turunannya yang menekankan koordinasi serta tanggap darurat. Akan tetapi, dalam praktik, norma formal ini kerap berbenturan dengan kultur birokrasi yang lambat, koordinasi antar-OPD yang belum sinkron, serta peran masyarakat yang masih diposisikan sebatas penerima bantuan. Penelitian terdahulu belum banyak menggali bagaimana norma hukum dan SOP benar-benar dijalankan di tingkat lokal Surabaya, serta sejauh mana norma sosial seperti gotong royong dan solidaritas warga diintegrasikan ke dalam sistem kerja BPBD.

C. Performance (Kinerja)
	Indikator performance dalam penelitian ini mengukur sejauh mana BPBD Kota Surabaya dapat berperan secara efektif, efisien, dan andal dalam menghadapi bencana banjir, termasuk fenomena terkait seperti banjir rob, hujan ekstrem, dan pasang muka laut. Kinerja BPBD tidak hanya dinilai dari niat atau rencana, tetapi dari tindakan konkret, kesiagaan terus-menerus, respons cepat terhadap kejadian darurat, serta hasil nyata mitigasi dan kesiapsiagaan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. 
Dari indikator performance ini Ibu Tyas Darma sebagai Ketua Tim Kerja Umum dan Kepegawaian  menjelaskan kinerja BPBD Kota Surabaya:
“Kinerja BPBD Surabaya dalam menghadapi banjir tahunan dapat dinilai cukup sigap, terlihat dari upaya evakuasi cepat, pendirian posko, serta penyaluran logistik kepada warga terdampak. Namun, keterbatasan sumber daya manusia, peralatan, dan sistem peringatan dini membuat penanganan belum sepenuhnya optimal, sehingga genangan sering berlangsung lama dan masyarakat merasa bantuan kurang merata. Meski demikian, BPBD terus berupaya meningkatkan kapasitas melalui koordinasi lintas dinas, pelatihan, dan penguatan kelembagaan”. (wawancara 3 September 2025)
Hal ini diperkuat oleh penjelasan Mas Joko selah satu anggota bidang pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Kota Surabaya:
“Program unggulan bidang pencegahan BPBD dalam mengurangi risiko banjir meliputi sosialisasi kebencanaan ke masyarakat, simulasi evakuasi, pembentukan kampung siaga bencana, serta pelatihan sekolah aman bencana. Selain itu, BPBD juga mendorong normalisasi saluran air, penghijauan, dan pembersihan drainase bersama warga sebagai upaya mitigasi struktural maupun non-struktural”.
(wawancara 3 September 2025)
Sementara itu bidang jelaskan pula oleh Bapak Khoirul Selaku Pengadministrasi Perkantoran Bidang Kedaruratan Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi:
“Mekanisme penanganan darurat ketika banjir terjadi secara tiba-tiba dilakukan melalui aktivasi posko siaga, penyebaran peringatan cepat, dan pengerahan tim kedaruratan untuk evakuasi warga rentan. Setelah itu, BPBD segera menyalurkan logistik dasar, membuka akses jalan, serta berkoordinasi dengan TNI/Polri dan relawan agar respon lebih terarah dan cepat”.
Seperti yang diungkapkan oleh Salma Amiro Kelurahan Tambaksari meniali sejauh mana BPBD Kota Surabaya:
“Tindakan BPBD dalam menangani banjir dinilai cukup membantu, terutama dalam evakuasi, pendirian posko, dan penyaluran bantuan dasar. Namun, sebagian warga menilai respons masih kurang cepat dan merata, sehingga perlu peningkatan koordinasi dan kesiapsiagaan di lapangan”.(wawancara 6 September 2025)
Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Matrai perwakilan masyarakat Kota Surabaya Kelurahan Ketintang mengatakan:
“Tidak sedikit warga yang merasa respons BPBD masih perlu ditingkatkan. Mereka menganggap bahwa beberapa wilayah sering terlambat mendapat bantuan, terutama permukiman yang berada agak jauh dari pusat kota. Oleh karena itu, warga berharap koordinasi operasional, distribusi petugas, dan sistem kesiapsiagaan dapat dijalankan lebih efisien.” (wawancara 15 November 2025)
Kinerja BPBD Surabaya dalam penanganan banjir dinilai cukup membantu melalui evakuasi, pendirian posko, dan penyaluran logistik, meski masih terkendala keterbatasan sumber daya, peralatan, dan sistem peringatan dini. Upaya pencegahan dilakukan lewat sosialisasi, simulasi, kampung siaga bencana, hingga normalisasi saluran air dan penghijauan. Saat darurat, BPBD mengaktifkan posko, menyebarkan peringatan, serta menurunkan tim evakuasi bersama TNI/Polri dan relawan. Meski sudah sigap, sebagian warga menilai respons belum sepenuhnya cepat dan merata, sehingga peningkatan koordinasi dan kesiapsiagaan masih dibutuhkan (Sari, 2022).
	BPBD Surabaya menanggulangi banjir melalui langkah preventif seperti sosialisasi kesiapsiagaan, simulasi evakuasi, pembersihan drainase, dan penghijauan, serta langkah tanggap darurat berupa aktivasi posko, evakuasi, penyediaan logistik, dan koordinasi lintas instansi. Program edukasi dan pemetaan wilayah rawan membantu meningkatkan kesiapan masyarakat, meski terkendala partisipasi warga, keterbatasan sumber daya, dan cakupan wilayah yang belum merata. Bantuan logistik meliputi kebutuhan dasar, obat-obatan, hingga alat evakuasi, yang umumnya cepat tersalurkan di wilayah terjangkau, tetapi masih menemui kendala akses dan keterbatasan personel di beberapa lokasi (Damayanti, 2025).
	Penanganan banjir di Surabaya melibatkan sinergi lintas sektor, di mana Dinas PU menangani drainase dan pompa, Dinas Kesehatan menyiapkan layanan medis, serta TNI/Polri membantu evakuasi dan distribusi logistik sehingga respons BPBD lebih terkoordinasi. Meski demikian, program pencegahan masih terkendala anggaran, partisipasi masyarakat yang rendah, perilaku membuang sampah sembarangan, serta keterbatasan sarana. Kesiapan BPBD didukung tim siaga 24 jam, tetapi jumlah personel dan peralatan evakuasi masih terbatas, terutama saat banjir terjadi di banyak titik sekaligus. Untuk itu, masyarakat juga dilibatkan melalui kerja bakti, sosialisasi, dan pelatihan kampung siaga bencana agar lebih siap menghadapi banjir (Dimaputri, 2023).
	Penilaian terhadap kinerja BPBD selama ini masih parsial dan belum berbasis indikator kinerja yang komprehensif. Memang ada upaya perbaikan melalui pembangunan rumah pompa, sistem peringatan dini, dan posko evakuasi, namun keterbatasan sumber daya manusia, logistik, dan keterlambatan respons tetap menjadi masalah yang berulang. Belum banyak penelitian yang menggunakan indikator obyektif, misalnya response time, coverage evakuasi, distribusi logistik, hingga efektivitas koordinasi lintas sektor, untuk menilai performa BPBD secara terstandar. Akibatnya, kinerja BPBD seringkali hanya dinilai berdasarkan persepsi atau hasil parsial, bukan pada tolok ukur yang terukur secara sistematis.
D. Evaluation (Evaluasi)
	Evaluasi menunjukkan adanya kebutuhan peningkatan koordinasi antarinstansi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta pelibatan masyarakat dalam program mitigasi bencana.
	Indikator evaluation dalam penelitian ini digunakan untuk menilai sejauh mana setiap tahapan penanggulangan banjir yang dilakukan oleh BPBD Kota Surabaya. Mulai dari perencanaan mitigasi, kesiapsiagaan hingga respons pasca-bencana telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan pelaksanaan kebijakan. Evaluasi mencakup aspek integrasi antara rencana strategis dan pelaksanaan di lapangan, dampak riil terhadap pengurangan risiko dan kerugian, serta persepsi masyarakat terhadap respons dan kesiapsiagaan Lembaga.	
BPBD Kota Surabaya memiliki mekanisme evaluasi rutin terhadap penanganan banjir oleh karena itu di  jelaskan oleh Ketua Tim Kerja Umum dan Kepegawaian Ibu Tyas Darya Khamalia S.AP:
“BPBD memiliki mekanisme evaluasi rutin terhadap penanganan banjir melalui rapat koordinasi pascabencana, laporan kinerja lapangan, serta evaluasi bersama dinas terkait dan relawan. Evaluasi ini digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan, memperbaiki SOP, dan meningkatkan kesiapsiagaan pada penanganan banjir berikutnya. Namun, implementasinya kadang terkendala keterbatasan data dan konsistensi tindak lanjut rekomendasi”. (wawancara 3 September 2025)
Hal ini diperkuat oleh penjelasan Mas Joko selah satu anggota bidang pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Kota Surabaya:
“Bidang pencegahan mengevaluasi keberhasilan program mitigasi banjir dengan menilai efektivitas sosialisasi, tingkat partisipasi warga, serta perubahan kondisi lingkungan seperti berkurangnya sampah di saluran air atau berfungsinya kembali drainase. Evaluasi juga dilakukan melalui monitoring wilayah rawan banjir dan membandingkan tingkat genangan serta dampak bencana dari tahun ke tahun”. (wawancara 3 September 2025)
Sementara itu jelaskan pula oleh Bapak Khoirul Selaku Pengadministrasi Perkantoran Bidang Kedaruratan Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi:
“Evaluasi penanganan darurat selalu dilakukan pasca kejadian banjir melalui rapat internal BPBD, penyusunan laporan lapangan, serta forum koordinasi dengan dinas terkait, TNI/Polri, dan relawan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai efektivitas evakuasi, distribusi logistik, kinerja posko, serta kendala teknis yang dihadapi di lapangan. Hasilnya kemudian dijadikan bahan perbaikan SOP dan strategi tanggap darurat agar penanganan banjir berikutnya dapat lebih cepat, tepat, dan menyeluruh”. (wawancara 3 September 2025)
Seperti yang diungkapkan Salma Amiro Kelurahan Tambaksari mengungkapkan bahwa peran BPBD Kota Surabaya dalam penangganan banjir :
“Peran BPBD dalam penanganan banjir dapat dinilai sudah baik dari sisi respons cepat dalam evakuasi, pendirian posko darurat, serta distribusi logistik awal yang membantu meringankan beban masyarakat. Selain itu, keterlibatan BPBD dalam sosialisasi dan pelatihan kesiapsiagaan juga menunjukkan upaya preventif yang cukup nyata. Namun, masih terdapat kekurangan, seperti keterbatasan jumlah personel, peralatan evakuasi, sistem peringatan dini yang belum optimal, serta distribusi bantuan yang kadang tidak merata, sehingga masyarakat di beberapa titik banjir merasa kurang terlayani”. (wawancara 6 September 2025)
Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Matrai perwakilan masyarakat Kota Surabaya Kelurahan Ketintang mengatakan:
“Di Surabaya Selatan, banyak warga menilai BPBD sudah memberikan kontribusi yang cukup nyata dalam penanganan banjir, terutama melalui evakuasi warga, penyediaan tempat penampungan sementara, dan pembagian bantuan awal. Program sosialisasi dan pelatihan kesiapsiagaan yang dilakukan sebelum musim hujan juga dianggap membantu meningkatkan kesiapan masyarakat menghadapi risiko banjir. Namun, tetap terdapat kekurangan yang dirasakan warga. Beberapa lokasi terdampak mengeluhkan keterbatasan personel BPBD sehingga proses evakuasi tidak selalu cepat. Sistem peringatan dini dianggap masih belum konsisten, dan pemerataan bantuan logistik belum sepenuhnya optimal, terutama di wilayah dengan akses sulit.” (wawancara 15 November 2025)
BPBD Surabaya rutin melakukan evaluasi pascabencana melalui rapat koordinasi, laporan lapangan, dan forum bersama dinas serta relawan untuk menilai efektivitas evakuasi, distribusi logistik, hingga program pencegahan. Evaluasi ini menjadi dasar perbaikan SOP dan strategi agar penanganan banjir berikutnya lebih cepat dan tepat. Secara umum, BPBD dinilai cukup baik dalam evakuasi, pendirian posko, dan bantuan logistik awal, serta aktif dalam sosialisasi dan pelatihan kesiapsiagaan. Namun, keterbatasan personel, peralatan, sistem peringatan dini, dan distribusi bantuan yang belum merata masih menjadi tantangan utama (Kurniawan et al., 2025).
	Dalam lima tahun terakhir, evaluasi menunjukkan bahwa BPBD Surabaya perlu meningkatkan kapasitas personel, menambah peralatan, memperkuat sistem peringatan dini, dan memperluas pelibatan masyarakat. Meski sudah cukup berhasil dalam evakuasi cepat, pendirian posko, dan penyaluran logistik awal, kendala seperti keterlambatan distribusi di wilayah sulit akses, keterbatasan sarana, serta koordinasi lintas sektor masih menghambat. Partisipasi warga dalam evaluasi mulai dilakukan, namun belum merata di semua wilayah (Furqan, 2024). 
Tindak lanjut evaluasi BPBD dilakukan melalui perbaikan SOP, peningkatan kapasitas personel, penambahan sarana, serta melibatkan masyarakat lewat kampung siaga bencana, simulasi, dan forum warga. Evaluasi logistik dilakukan dengan membandingkan distribusi dengan kebutuhan riil, disertai laporan posko dan umpan balik warga agar lebih tepat sasaran. Ke depan, BPBD diharapkan lebih efektif dengan memperkuat personel, peralatan, sistem peringatan dini, serta meningkatkan sinergi bersama masyarakat melalui pelatihan dan forum komunikasi rutin.
	Terletak pada kurangnya kajian mengenai mekanisme evaluasi yang partisipatif dan transparan. Selama ini, evaluasi pasca-banjir yang dilakukan BPBD cenderung bersifat internal dan top-down, lebih banyak berfokus pada perbaikan SOP atau penambahan sarana logistik. Padahal, masukan dari masyarakat terdampak dan relawan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas evaluasi. Minimnya penelitian yang menyoroti sejauh mana evaluasi BPBD melibatkan berbagai pihak, serta apakah hasil evaluasi benar-benar menghasilkan perubahan signifikan dalam pencegahan dan penanganan banjir berikutnya, menjadi celah penting yang bisa diisi oleh penelitian ini.
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PENUTUP
Simpulan
	Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan judul Peran Badan Penanggulangan Bencana daerah Dalam penangganan bencana banjir di Kota Surabaya dengan menggunakan Teknik Pengumpulan Data Dokumentasi, Observasi dan wawancara maka dapat ditarik kesimpulan Bahwa peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sangatlah penting dan dibutuhkan dalam proses penyelenggaraan penanggulangan bencana. Melakukan beberapa tahapan yaitu tahap pra-bencana mitigasi ini adalah tugas yang dilakukan oleh Bidang I yaitu Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Surabaya Saat Bencana. 	Melakukan pada saat terjadinya bencana banjir, maka tugas dari Bidang II Kedaruratan dan Logistik untuk memastikan bahwa bencana banjir yang terjadi dapat teratasi baik dari hal teknis hingga kebutuhan logistik oleh para korban bencana banjir di lokasi dibantu dinas sosial. Pada tahap ini BPBD melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana banjir dilaksanakan oleh Bidang III Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya.
	BPBD Kota Surabaya memiliki peran strategis dalam penanganan banjir dengan mengacu pada teori peran Bruce J. Biddle melalui indikator ekspektasi, norma, performa, dan evaluasi. 
	Dari sisi ekspektasi, masyarakat dan pemerintah berharap BPBD mampu memberikan respon cepat, bantuan tepat, informasi transparan, serta pendampingan pascabencana, meskipun harapan ini seringkali lebih tinggi dibanding kapasitas nyata yang dimiliki BPBD. 	Pada aspek norma, BPBD bekerja berdasarkan regulasi formal seperti UU No. 24 Tahun 2007, PP No. 21 dan 22 Tahun 2008, serta Perka BNPB No. 3 Tahun 2008, yang diperkuat dengan RPBD dan SOP penanganan banjir, serta norma sosial berupa budaya gotong royong masyarakat. 
	Dari segi performa, BPBD dinilai cukup sigap melalui evakuasi, pendirian posko, distribusi logistik, serta langkah preventif seperti sosialisasi, simulasi, dan kampung siaga bencana, meski masih terkendala keterbatasan personel, peralatan, sistem peringatan dini, serta akses wilayah. 
	Sementara itu, pada aspek evaluasi, BPBD rutin melakukan rapat koordinasi, laporan lapangan, dan forum bersama masyarakat dan lintas instansi untuk memperbaiki SOP, menambah sarana, meningkatkan kapasitas personel, serta memperluas pelibatan warga. Dengan demikian, meskipun peran BPBD sudah cukup membantu dan Memberi rasa aman, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui penguatan sumber daya, sistem peringatan dini, koordinasi lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat agar penanganan banjir lebih cepat, tepat, dan merata

Saran
	Berdasarkan penjelasan dari penelitian, maka peneliti memiliki berbagai saran yang bermanfaat bagi berlangsungnya proses peran dalam penangganan banjir yang dilakukan oleh BPBD Kota Surabaya sebagai berikut:
	Dari aspek Expectation, BPBD perlu meningkatkan kapasitas dan kesiapan dalam memenuhi harapan masyarakat dan pemerintah terhadap kecepatan serta ketepatan penanganan banjir. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan jumlah dan kompetensi personel, penambahan armada evakuasi, serta penguatan infrastruktur seperti rumah pompa dan sistem drainase kota. BPBD juga perlu memperkuat komunikasi publik agar informasi mengenai kondisi banjir, titik evakuasi, serta bantuan darurat dapat diakses masyarakat secara cepat dan transparan. Dengan demikian, ekspektasi masyarakat terhadap kehadiran BPBD dapat lebih sesuai dengan kemampuan riil lembaga di lapangan.
	Dari segi Norms, BPBD diharapkan terus memperkuat koordinasi lintas sektor dan konsistensi pelaksanaan aturan kelembagaan yang sudah ditetapkan dalam regulasi, seperti UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Selain menegakkan norma formal, BPBD juga sebaiknya lebih mengintegrasikan norma sosial yang hidup di masyarakat, seperti nilai gotong royong dan solidaritas warga, ke dalam mekanisme kerja dan SOP lembaga. Hal ini penting agar penanganan banjir tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berakar pada partisipasi dan kesadaran kolektif masyarakat Surabaya.
	Dari indikator performance, BPBD perlu terus memperbaiki efektivitas operasionalnya dalam menghadapi situasi darurat banjir. Kecepatan respon, ketepatan evakuasi, dan distribusi logistik harus menjadi fokus utama peningkatan performa. Penggunaan teknologi informasi seperti early warning system, sistem pelaporan digital, serta pemetaan wilayah rawan banjir berbasis data spasial akan sangat membantu dalam mempercepat pengambilan keputusan di lapangan. Selain itu, pelatihan simulasi rutin bagi petugas dan relawan dapat meningkatkan kemampuan teknis serta koordinasi antarunit agar respons lebih sigap ketika banjir terjadi.
	Sementara itu evaluation, dalam aspek evaluasi, BPBD perlu mengembangkan mekanisme evaluasi yang lebih terbuka, partisipatif, dan berkelanjutan. Evaluasi tidak hanya dilakukan secara internal, tetapi juga harus melibatkan masyarakat terdampak, relawan, dan dinas terkait agar hasilnya lebih objektif dan representatif. Hasil evaluasi tersebut sebaiknya ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan SOP, peningkatan kapasitas lembaga, serta pembaruan strategi mitigasi. Transparansi hasil evaluasi kepada publik juga akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap BPBD sebagai lembaga utama penanggulangan bencana di daerah.
	Secara keseluruhan, BPBD Kota Surabaya perlu menyeimbangkan antara kesiapan struktural dan pendekatan sosial dalam menjalankan perannya. Peningkatan sumber daya manusia dan sarana fisik harus berjalan beriringan dengan penguatan koordinasi, transparansi, serta partisipasi publik. Dengan penerapan yang konsisten terhadap keempat dimensi teori peran Biddle  expei, norma, performa, dan evaluasi diharapkan BPBD Kota Surabaya dapat semakin efektif, responsif, dan terpercaya dalam penanggulangan banjir, baik pada tahap pencegahan, tanggap darurat, maupun pemulihan pascabencana.
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